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ABSTRACT
Tax Law and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Local government have more responsibility for prepare well to adapted it before 2014. Purpose of this research is to determine the impact for Surabaya as a first time to applying this regulation after property tax no longer managed by central government, and how the regulation decrease acceptace of that sector. The approach used in this study is a qualitative approach. The result of this research are the reasons causes decreasing revenue than target after tax property of rural an urban sectors managed by Surabaya local goverments.
Keywords: Regulation, Tax Property, Local Revenue.
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di  Indonesia. Penerapan dua sistem tersebut memiliki tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memaksimalkan pendapatan daerah secara mandiri. Namun pada pelaksanaannya, pencapaian kedua tujuan tersebut tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke daerah ternyata tidak dapat dilakukan semua wilayah di Indonesia, tuntutan untuk mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sulit diwujudkan.
Era desentralisasi fiskal mempengaruhi berlakunya Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sejak berlaku secara resmi 1 Januari 2010, pemerintah daerah harus segera bersiap diri menghadapi tantangan pengelolaan pos-pos pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat untuk diserahkan ke daerah, khususnya pos Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan atau yang lebih populer dengan istilah PBB-P2. Disebutkan dalam UU PDRD pasal 182 ayat 1, kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan batas waktu 1 Januari 2014.
Kebijakan ini menimbulkan tanggapan berbeda bagi setiap daerah di Indonesia karena setiap daerah memiliki permasalahan dan kesiapan yang bervariasi. Sebelum diberlakukannya UU PDRD, pajak dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasilnya sehingga pengalihan ini memaksa daerah untuk mengeluarkan biaya ekstra. Oleh karena itu diperlukan waktu persiapan dan perencanaan finansial yang matang agar tidak menjadi bumerang pemerintah daerah di mana kondisi biaya pengelolaan lebih besar dari hasil pemungutannya.
Terhitung hingga 2013, pengalihan PBB-P2 baru dilakukan 123 dari total 492 pemerintah daerah/kota di Indonesia. Sejak Januari 2011, hanya Kota Surabaya yang siap mengaplikasikan aturan perpajakan No. per-61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Pemerintah Kota Surabaya berupaya menjadikan Surabaya sebagai kota percontohan bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang menerapkan pelimpahan PBB-P2 sebelum 2014, pertimbangan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk segera mengelola PBB-P2 secara mandiri adalah: 1) Pertumbuhan perekonomian Surabaya yang relatif tinggi daripada provinsi; 2) Kebutuhan penerimaan daerah untuk mengimbangi pembangunan kota; 3) Hasil analisis di sejumlah kantor PBB sejak 2008, terdapat potensi yang dapat diintensifkan (Media Keuangan, 2010:8).
Penelitian mengenai pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah sudah dilakukan seperti Indah Kusuma (2012). Untuk penelitian terkait PBB Kota Surabaya masih terbatas, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Anggraeni (2011) yaitu mengkaji PBB dari sudut pandang strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pelimpahannya dari pajak pusat menjadi pajak daerah dengan realisasi penerimaannya dari 2007 hingga 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendaerahan PBB-P2 bagi Kota Surabaya yang dituangkan dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kota Surabaya”
Rumusan Permasalahan
Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka dapat dibentuk rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Surabaya?
Tujuan Penulisan



Mengetahui pengaruh pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah Kota Surabaya dengan diikuti tingkat realisasi PBB-P2 dan target penerimaannya dalam subjek penelitian sehingga hasil yang didapatkan juga mencakup tersedianya data dan informasi terkait dampak pelimpahan tersebut.
KAJIAN PUSTAKA
Ketetapan Pendaerahan PBB-P2
Pengesahan rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 18 Agustus 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang No. 18/1997 dan No. 34/2000, menandai momentum pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan fiskal untuk menumbuhkan iklim demokrasi yang lebih terbuka, jujur dan adil. Dari sisi desentralisasi fiskal, perubahan kebijakan ini cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih pada daerah penghasil yang mempunyai potensi sumber daya melimpah.
UU PDRD ini mempunyai tujuan utama yaitu:
1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),

3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah,
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.
Perubahan PBB-P2

Diterbitkannya Undang-undang No. 28/2009, pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang berasal dari pajak daerah, sehingga jenis pajak kabupaten/kota bertambah dari 7 menjadi 11 jenis pajak.  Penambahan pos pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU
No. 34/2000 dengan Undang-undang No. 28/2009

	UU No. 34/2000
	UU No. 28/2009

	1.  Pajak Hotel
2.  Pajak Restoran
3.  Pajak Hiburan
4.  Pajak Reklame
5.  Pajak Penerangan Jalan
6.  Pajak Parkir
7.  Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C
	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari provinsi)
9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
10. PBB Pedesaan & Perkotaan  (baru)
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah &  Bangunan  (baru)


Sumber : Materi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah. Dirjen Pajak, 2011
Tabel 3. Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-Undang PDRD
	
	UU PBB
	UU PDRD

	Subjek
	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasa dan atau memanfaatkan atas bangunan
(Pasal 4 ayat 1)
	Sama (Pasal 78 ayat 1 & 2)

	Objek
	Bumi dan atau bangunan (Pasal 2)
	Bumi dan atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
(Pasal 77 ayat 1)

	Tarif
	0,5% (Pasal 5)
	Paling tinggi 0,3% (pasal 80)

	NJKP
	20% s.d. 100% (Pasal 6)
(PP 25/2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) 
	Tidak digunakan

	NJOPTKP
	Setinggi-tingginya Rp.12 Juta
(Pasal 3 ayat 3)
	Paling rendah Rp10 Juta
(Pasal 77 ayat 4)

	PBB Terutang
	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)
(Pasal 7)
	Tarif x (NJOP-NJOPTKP)
(Pasal 81)


Sumber:  Materi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah. Dirjen Pajak, 2011.
Berdasarkan UU No. 28/2009, pengalihan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan efektif diberlakukan Januari 2014, hal ini diatur di dalam Pasal 182 UU No.28/2009 yang berbunyi: 1) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013; 2) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut.
Manfaat Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB

Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Saat keduanya dikelola oleh pemerintah pusat, dana bagi hasil yang bersumber dari PBB adalah 90% untuk pemerintah daerah dan 10% untuk pemerintah pusat (UU No. 17/2000) maka adanya kebijakan pendaerahan PBB-P2, Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak berlaku lagi. Pemerintah daerah murni menerima seluruh atau 100% pemungutan PBB-P2 dan BPHTB sehingga diharapkan kedepan pembangunan daerah lebih optimal dan masyarakat menikmati manfaatnya.
Dampak Pengalihan PBB-P2

Menurut Darwin (Gagaspajak, 2010) pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yaitu:
1. Dampak positif
a. Akurasi data objek dan subjek PBB-P2, dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB-P2,
b. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi PBB-P2sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih dibawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP),
c. Pemberdayaan local taxing power, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Dampak negatif
a. Peningkatan NJOP yang sama dengan nilai pasar dapat mengakibatkan naiknya ketetapan PBB-P2 yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat,
b. Penggunaan tarif maksimum guna meningkatkan potensi PBB-P2 apabila tidak hati-hati dan dikaji secara mendalam dapat menimbulkan gejolak masyarakat karena penggunaan tarif maksimum dapat menaikkan PBB-P2 sebesar tiga kali lipat,
c. Dalam rangka pengelolaan PBB-P2, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, baik untuk kemungkinan penambahan kantor dan pegawai baru maupun untuk melengkapi peralatan administrasi, komputerisasi dan pelatihan SDM,
d. Kesenjangan penerimaan PBB-P2 antar daerah makin menonjol karena disparitas potensi penerimaan pajak daerah lainnya. Daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak daerah lainnya atau mengandalkan bagi hasil lain dari pemerintah pusat, cenderung mengabaikan pemungutan PBB-P2 (karena sulit dan kompleks bahkan tidak dipungut) dan sebaliknya daerah yang semata-mata mengandalkan penerimaan PBB-P2 kemungkinan akan menerapkan tarif yang maksimal guna menggenjot penerimaannya,
e. Pendaerahan PBB-P2 dapat mengakibatkan beragamnya kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya perbedaan tarif, NJOPTKP, dan NPOPTKP. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan baik bagi masyarakat wajib pajak, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik, penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membedah fenomena yang diamati di lapangan oleh peneliti (Moleong, 2002:3). 
Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari berbagai buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta literatur dan referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Data tersebut antara lain: 1) Data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009-2012; 2) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Surabaya 2009 hingga 2012; 3) Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Surabaya 2009 hingga 2012; 4) Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait dengan PBB-P2 dan sumber lain terkait dengan pajak bumi dan bangunan.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini hanya diarahkan kepada kajian dan analisis tentang kebijakan dan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dua tahun sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Surabaya.
Teknik Analisis
Pengambilan data yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan teknik wawancara dan data yang sudah ada. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai pajak dan memperoleh data berupa target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya. Penulis juga melakukan survei langsung kepada WP yang berada di DPPK dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Surabaya.
Lokasi dan Objek Penelitian
Studi kepustakaan atau studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan merangkum data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada responden yang ditentukan (Rahman, 2011:58). Lokasi pengambilan data terletak di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya di Jalan Jimerto No. 25 Surabaya. Penulis menggunakan teknik pengambilan data studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen serta studi lapangan. 
PEMBAHASAN
Gambaran umum tentang tempat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kantor Pemerintah Kota Surabaya yang bertempat di Jalan Jimerto 25-27 lantai II, Surabaya. DPPK adalah suatu instansi yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah. DPPK terdiri dari beberapa bagian yaitu Sekretariat, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Kas dan Akuntansi. Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pengelolaan pajak daerah, membina dan mengawasi pajak daerah dalam skala kota.
Data berikut diperoleh dari DPPK Kota Surabaya, yaitu target PBB beserta realisasi pencapaian target penerimaannya dari tahun 2009 sampai 2012. Dari data tersebut juga dibuat diagram persentase keberhasilan pencapaian target penerimaannya.
Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2009-2012

	Tahun
	Target
	Realisasi
	Presentase

	2009
	455.640.173.000
	427.093.458.469
	93,73%

	2010
	471.858.673.861
	474.975.731.428
	100,66%

	2011
	712.000.000.000
	498.644.773.413
	70,00%

	2012
	790.000.000.000
	572.000.000.000
	72,41%


Sumber : DPPK Kota Surabaya
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Sumber : Diolah penulis

Diagram 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya
Hingga akhir tahun anggaran 2011, realisasi penerimaan pos PBB-P2 menurun dari target yang ditentukan. Target penerimaan sebesar Rp. 712 miliar hanya memiliki presentase realisasi 70%, lebih rendah dari tahun sebelum pendaerahan PBB-P2 Kota Surabaya. Meskipun terjadi penurunan presentase realisasi, penerimaan PBB-P2 Kota Surabaya pada dasarnya mengalami kenaikan. Peningkatan realisasi penerimaan paling besar terjadi pada 2012 yang meningkat hampir 73 miliar dari 2011 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pekerjaan rumah Pemerintah Kota Surabaya yang tak kalah penting adalah warisan pemerintah pusat. Tunggakan PBB pemerintah pusat mencapai Rp 511 miliar yang diakumulasi selama 10 tahun (dari tahun 2000). Tunggakan menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Surabaya karena pada akhirnya ada kewajiban tambahan selain target penerimaan, sehingga diputuskan bahwa separuh dari tunggakan tersebut dibebankan ke tahun berikutnya. Jika Rp. 511 miliar ditargetkan pada 1 tahun sekaligus pada 2011 maka penerimaaan PBB-P2 akan menjadi kecil. Hal inilah yang menyebabkan target realisasi menjadi cukup tinggi pada 2011 atau tahun setelah pendaerahan PBB-P2 karena adanya tunggakan yang ditambahkan ke target penerimaan 2011.
Fenomena yang perlu disoroti dalam pendaerahan PBB-P2 Kota Surabaya adalah masalah terhadap pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) awal 2011. Banyak keluhan dari masyarakat yang mengajukan pelayanan PBB baik berupa keberatan, pembetulan, balik nama dan pelayanan yang lain yang tidak bisa terlayani dengan baik dikarenakan ketidaksiapan basis data dan perangkat lunak administrasi. Database PBB-P2 dibuat dari hasil scan SPPT yang selanjutnya hanya diolah dengan excel padahal jumlah objek PBB-P2 yang begitu besar, ratusan ribu bahkan ada yang lebih dari satu juta dalam satu kabupaten/kota.

Penentuan besarnya ketetapan PBB-P2 yang perlu dikelola adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Wewenang penentuan NJOP menurut UU No. 28/2009 pasal 79 ayat 3 adalah berada di Kepala Daerah, lalu besarnya NJOP tanah dan bangunan dilakukan melalui pendataan dan penilaian objek pajak. Maksud kegiatan pendataan adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Obyek (OP) dan Subjek (SP) Pajak PBB. Pendataan OP dan SP ini dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP) yang nantinya dituangkan dalam peta. Masih di awal 2011, masalah lain terjadi karena banyak masyarakat WP mengajukan keberatan atas besarnya pajak PBB-P2 yang ditetapkan. Ini disebabkan adanya kebingungan perubahan penilaian tarif serta kurangnya sosialisasi simulasi perhitungan PBB-P2 menggunakan aturan baru yang dibandingkan dengan aturan sebelumnya.
Perbedaan pertama terletak aturan yang lama NJOP sebagai dasar penghitungan pajak dikalikan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak), yang besarnya 20% untuk NJOP dibawah Rp. 1 miliar  dan 40% untuk di atas Rp. 1 miliar, serta untuk aturan yang baru tidak ada NJKP. Tidak adanya NJKP membuat dasar  perhitungan pajak yang dipakai adalah NJOP, besarnya adalah keseluruhan atau 100%. Berikut adalah perhitungan tarif PBB-P2 untuk peraturan yang lama:
PBB-P2 = (NJOP – NJOPTKP) x NJKP x Tarif
Sedangkan menurut aturan yang baru adalah:

PBB-P2 = (NJOP – NJOPTKP) x Tarif
Perbedaan kedua adalah faktor pengurang NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) di mana besarnya sebelum pendaerahan PBB-P2 untuk Kota Surabaya adalah Rp. 15.000.000, sedangkan setelahnya ditetapkan Rp. 75.000.000. Berikut ilustrasi perhitungan besarnya PBB-P2 antara aturan lama (pajak pusat) dan aturan baru (pajak daerah):
Tabel 4. Contoh perhitungan tarif PBB-P2 dengan NJOP di bawah

Rp 1 miliar
	Uraian
	Sebelum pelimpahan
	Setelah pelimpahan

	NJOP
	990.000.000
	990.000.000

	NJOPTKP
	(8.000.000)
	(15.000.000)

	NJOPKP
	982.000.000
	975.000.000

	NJKP
	20%
	-

	Tarif
	0,5%
	0,1%

	PBB terutang
	982.000
	975.000


Sumber : Diolah Penulis

Tabel 5. Contoh perhitungan tarif PBB-P2 dengan NJOP di atas
Rp 1 miliar
	Uraian
	Sebelum pelimpahan
	Setelah pelimpahan

	NJOP
	1.100.000.000
	1.100.000.000

	NJOPTKP
	(8.000.000)
	(15.000.000)

	NJKP
	1.092.000.000
	1.085.000.000

	NJPK
	40%
	-

	Tarif
	0,5%
	0,2%

	PBB terutang
	2.184.000
	2.170.000


Sumber : Diolah Penulis

Berdasarkan tabel  di atas dapat dijelaskan bahwa untuk NJOP dibawah Rp. 1 miliar (dalam contoh Rp. 990.000.000) tarif pajaknya yang semula Rp. 982.000 mengalami penurunan menjadi Rp. 975.000, sedangkan untuk NJOP di atas Rp. 1 miliar (dalam contoh Rp. 1.100.000.000) tarif pajak yang semula Rp. 2.184.000 juga turun menjadi Rp. 2.170.000, penurunan tersebut tidak terlalu drastis. Tarif PBB-P2 yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa dikatakan sudah baik karena jika dibandingkan dengan kota lain (misalnya Medan), lonjakannya hampir 2x lipat.
Potensi permasalahan pendaerahan PBB-P2 lainnya adalah penanganan pelayanan keberatan. Ini disebabkan adanya perbedaan yang prinsip antara aturan yang baru dengan yang lama, untuk aturan yang lama keberatan tidak menunda pembayaran pajak, artinya WP bebas mau bayar pajak kapan saja tanpa harus menunggu proses keberatannya selesai, asalkan sebelum jatuh tempo pembayaran. Jika melewati jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi 2% perbulan. Apabila terjadi kelebihan pembayaran bisa mengajukan restitusi atau kompensasi, tetapi apabila pajak yang sudah dibayar lebih kecil tinggal membayar kekurangannya. Sesuai aturan  yang baru WP harus membayar dulu sejumlah yang disetujuinya, apabila keberatanya disetujui sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, tetapi jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dapat dibayangkan bagaimana rumitnya mengadministrasikan proses keberatan ini, mengingat pengajuan keberatan PBB-P2 biasanya sangat banyak, bisa mencapai ribuan atau puluhan ribu pengajuan. Ini perlu diantisipasi dengan penyiapan perangkat lunak dan keras yang baik serta didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni.
Permasalahan juga terletak pada perbedaan lokasi UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dahulu tercantum dalam Perwali No. 59/2006 terbagi menjadi 5 menurut wilayah bagian yaitu Surabaya barat, timur, utara, selatan dan Surabaya pusat, kini peraturan tersebut direvisi menjadi Perwali No. 52/2011, di mana UPTD terbagi menjadi 8 bagian dengan wilayah kerja yang lebih sempit. Pembagian bertujuan memudahkan jangkauan masyarakat WP dengan harapan pembayaran PBB-P2 berlangsung cepat dan mudah. Perluasan UPTD menimbulkan kendala khususnya pada awal 2011, yaitu loket UPTD masih belum siap secara sarana dan prasarana. Hingga UPTD yang bersangkutan siap, seluruh pembayaran dialihkan sementara ke DPPK Kota Surabaya. Surabaya Kita (Januari, 2011) melaporkan “Sejak awal Januari lalu, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya membuka loket pembayaran untuk masyarakat. Loket tersebut dibuka di lantai II Kantor DPPK. Hanya saja baru 8 loket yang dibuka sehingga setiap hari masyarakat berjubel mengantri di depan loket, hal ini membuat masyarakat lebih memilih untuk menunggu bahkan mogok membayar”.

UPTD tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan WP. Jika terdapat sesuatu hal lebih dari kewenangan UPTD maka WP harus mengurusnya langsung ke DPPK kembali, misalnya terdapat kurang bayar atau denda WP yang melebihi dari 2 tahun, ataupun adanya sengketa tanah pada objek pajak yang bersangkutan. Padahal pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan di secara elektronik yaitu melalui kantor pos atau bank Jatim yang ditunjuk secara resmi oleh Dirjen Pajak. Selain UPTD dan elektronik, loket pembayaran PBB-P2 juga dapat dilakukan di kantor kelurahan atau kecamatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Loket pelayanan hanya satu dan dibuka hingga beberapa hari pada jam kerja. Sebelum kantor kelurahan atau kecamatan melayani pembayaran PBB-P2, sebelumnya akan ada pemberitahuan oleh ketua RT atau ketua RW setempat bahwa akan dibuka loket di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah kota Surabaya menyediakan mobil keliling PBB.
Kemudahan yang ditawarkan tidak serta merta mengurangi masalah. Kemudahan pembayaran PBB-P2 di atas memiliki pengecualian yaitu tidak memiliki tunggakan denda, kurang bayar dan sengketa apapun. Jika ada, WP harus mengurusnya sendiri langsung ke DPPK, begitu juga dengan Mobling PBB, beroperasi hanya satu hari saja dan hanya tempat tertentu. Jadwal dan lokasi pemberhentian dapat diakses melalui website http://surabaya.go.id/infopenting/ detail.php?id=1981. Oleh karena itu, masyarakat WP yang terkena dampak pendaerahan PBB-P2 tentu tidak bisa langsung menikmati kemudahan-kemudahan ini, perbedaan tarif pusat dan daerah membuat WP harus segera mungkin mengurusnya ke DPPK.
Gambaran di atas adalah hal-hal yang dihadapi oleh pemerintah daerah Surabaya yang juga harus diantisipasi sehingga calon daerah pengelola PBB-P2 di 2014 dapat berjalan baik. Masyarakat tidak terlalu peduli dengan siapa yang mengelolanya apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang penting pelayanan berjalan baik, tidak terjadi gejolak di masyarakat, serta bagi pemerintah daerah, terkumpulnya dana dari sektor pajak ini untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya sosialisasi jika ada perubahan berkaitan dengan pajak, sehingga masyarakat bisa bersiap diri.

Pembenahan-pembenahan fasilitas dan kualitas sumber daya manusia kepengurusan PBB-P2 Kota Surabaya akan dapat menyelesaikan masalah-masalah verifikasi data khususnya data tunggakan lebih cepat, sehingga tidak ada kasus lempar tanggung jawab dan dengan tunggakan yang lunas, maka pembayaran selanjutnya dapat dilakukan di kelurahan/kecamatan maupun di bank. Kota-kota lain yang memulai pelimpahan mulai 2013, seperti Sidoarjo dan Gresik mampu belajar dari Kota Surabaya sehingga tidak terjadi permasalahan serupa.

SIMPULAN


Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya Undang-undang No. 28/2009 khususnya keputusan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Surabaya. Realisasi penerimaan PBB Kota Surabaya memiliki tren yang baik saat menjadi pajak pusat maupun pajak daerah, tetapi masih banyak masalah yang harus segera diselesaikan, terutama yang diturunkan pemerintah pusat. Keadaan tersebut lebih disebabkan oleh dua hal, yaitu perbedaan aturan pusat dan daerah, serta proses adaptasi Pemerintah Kota Surabaya maupun wajib pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan saran bahwa Pemerintah Kota Surabaya dapat lebih mensosialisasikan perubahan peraturan PBB-P2, salah satunya dengan memberi simulasi perhitungan sederhana kepada masyarakat wajib pajak terutama perhitungan antara aturan baru dan lama, karena tidak semua wajib pajak dapat memahami begitu saja perubahan peraturan tersebut. Tidak hanya itu, perbaikan proses pendataan dan transparansi tunggakan juga harus segera diperbaiki, sehingga wajib pajak terkait dapat segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Dinas Pendapatan dan ngelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya perlu meningkatkan sarana DPPK sendiri maupun pelayanan kepada wajib pajak, sehingga berbagai permasalahan masyarakat yang timbul akibat dampak pendaerahan PBB-P2 cepat selesai, dan hal yang paling penting adalah apresiasi masyarakat Kota Surabaya terhadap PBB-P2 tetap terjaga.

Saran penulis bagi peneliti selanjutnya adalah memperluas periode penelitian serta menambah variabel lain seperti jumlah bangunan, jumlah wajib pajak, luas tanah, inflasi dan lain sebagainya.
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